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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BI'PATI TAPIIT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4)
dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2Ol+ tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Ol4 tentang Desa, sebagaimana telah
diubah dengal Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tatrun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa, perlu menetapkan
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada
Pemerintatr Desa di Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran 2016;

batrwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud ddam humf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan l.cmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756l.;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggffa Negara yang Bersih
dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambatran Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perbendaharaarl Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambatran
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor aaOol;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambatran kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl
tentang Pembenttrkan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telatr diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tatrun 2Ol5 tentang Perubahan

4.

5.

6.

7.

8.

9,
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10.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintatran Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2OOS tentang Dana Periinbangan (km-
baran Negara Republik Indonesia Tatrun
2005 Nomor 137, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2OOS tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a578);

Perahrran Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20OS Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Perattrran Pemerintatr Nomor 38 Tahun
2OO7 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten
(kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah

11.

t2.

13.

t4.

15.

4
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Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerinta.tr Nomor 43
Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4
tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 157 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 571711,

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kd, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Pembahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pembenhrkan Produk
Hukurn Daeratr;

18. Perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

1 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2OO8 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

20. Peraturan Daeratr l(abupaten Tapin Nomor
OS Tatrun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana
telah diubatr beberapa kali terakhir,
dengan Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin
Nomor 09 Tatrun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor O5 Tahun 2OO8
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daeratr I(abupaten Tapin;

2 I . Perahrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor
t2 Tatrun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Perattrran Daeratr Kabupaten Tapin Nomor
13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tatrun
Anggaran 2016;
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23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun
2Ol4 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin;

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tatrun
2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2U^16;

MEMUTUSKAIT:

Menetapkarr : PERATTIRAIY BI'PATI TENTAITG
PENGALOI{ASIAIT ALOKASI DAITA DESA
I(EPADA PEMERIITTAII DESA DI KABI'PATEIT
TAPTIT TAIII'il AITGGARAIT 2(,16.

BAB I
I( TENTUAIT T'UUU

Pesat 1 
ri,

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daeratr adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati Tapin.

3. Pemerintahan Daerah adalatr penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daeratr menunrt asas otonomi dan hrgas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
ddam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintatran Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daeratr otonom.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeratr, yang
selartjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dal Pemerintahan Desa, yang
selanjutnya disingkat BPMPD adalatr Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tapin.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.

8. Camat adalah Camat dalam wilayatr Kabupaten Tapin sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang megqpunyai wilayah
kerja lingkup Kecamatan.

I
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9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalatr Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapin.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan uruszrn
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1 1. Desa addah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayatr yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatrran Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalatr Kepala Desa dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Desa.

14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya singkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
MAIGI'D, TUJI'AIY I'AIT PRIITSIP PENGELOLITAIT

ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Maksud diaturnya tata cara pengalokasian ADD kepada
Pemerintatr Desa adalah :

a. sebagai wujud komitmen Pemerintatr Daeratr sebagai unsur
pembina Pemerintaharr Desa dalam mewqiudkan tata kelola
Pemerintahan Desa yang baik; dan

b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan
menenttrkan besaran ADD di Daerah diluar bantuan
keuangan kepada Pemerintah Desa.

Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan
besaran ADD tiap Desa di Daerah sesuai ketentuan yang
berlaku; dan

b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian ADD tiap
Desa di Daeratr berdasarkan sesuai dengan potensi dan
karakteristik masing-masing Desa yang meliputi jumlatt
penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan georafis Desa.

(1)

(2)
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Pasel 3

Tata Cara Pengalokasian ADD kepada Pemerintatr Desa, menganut
prinsip-prinsip :

a. tertib, yaitu sesuai dengan ketenhran dan kaidah-kaidah yutg
berlaku;

b. transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan
diketahui oleh masyarakat luas; dan

c. akuntabel dan berkualitas yaitu selumh kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III
TATA CARA PEITGALOKASIAIT

ALOKASI DANA DESA

Bagtaa Kesatu

Ketentuan Pengalokaslaa Besaren Alotasl Dana Desa

PaEal 4

Besaran ADD dilakukan berdasarkan ketenhran :

a. 70% (tujuh puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh
Desa merupakan dana alokasi khusus; dan

b. 3Oo/o (tiga puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi
penerimaan ADD berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah,
kemiskinan dan tingkat kesulitan georafis per Desa.

Baglan Kedua

Perhltungan Alokasl Daaa Desa Berdasarkan Vartabel Utama

Paragraf 1

Perhltungaa Bobot Vartabel Utana

Pasel 5

(1) Untuk menghitung ADD yang diterima oleh setiap Desa di
Daerah terlebih dahulu dihitung Persentasi ADD berdasarkan
bobot variabel utama yang terdiri dari jumlatr penduduk, luas
wilayah, kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.

(2) Data unhrk menghitung varibel utama bersumber dari Badan
R.rsat Statistik.

(3) Apabila Badan R.rsat Statistik tidak dapat menyediakan
sebagian atau selumh data untuk perhihrngan variabel utama
dapat digunakan data resmi yang bersumber dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait.

+
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(4) Besaran bobot variabel utama sebagaimana dimal<sud pada ayat
(1) ditentukan sebagai berikut:
a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b. luas wilayah sebesar 1O% (sepuluh persen);

c. angka kemiskinan sebesar 3s%o (tiga puluh lima persen); dan
d. tingkat kesulitan geografis sebesar Boo/o (ttgapuluh persen).

Perhitungan ADD berdasarkan variabel utama adalah hasil
penjumlatran dari hasil perkalian total ADD yang dialokasikan
dari APBD untuk Desa dengan masing-masing bobot variabel.

Persentasi ADD berdasarkan variabel utama tiap Desa di
Daeratr merupalcan faktor utama untuk menghihrng besaran
ADD yang diterima oleh masing-masing Desa.

Peragraf 2

Perhihrngan Alokasl Dana Desa
Berdasarhan Varlabel Utama tlunrlah Penduduh

PaBaI 6

Variabel utama jumlah penduduk adalah jumlah penduduk di
Daerah dalam satuan jiwa.

Untuk menentukan ADD dengan variabel utama jumlatr
penduduk, perlu ditentukan bobot jumlah penduduk per Desa.

Bobot jumlatr penduduk per Desa adalatr hasil perkalian hasil
perhitungan jumlah penduduk per Desa dibagi total jumlah
penduduk Daeratr dikalikan dengan tetapan bobot variabel
utama jumlah penduduk sebesar 2so/o (dua puluh lima persen).

Besaran ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk
tiap Desa di Daeratr adalatr hasil perkalian bobot jumlah
qrgnduduk per Desa dikalikan dengan total ADD yang
dialokasikan di Daerah.

Paragraf 3
Perhitungan Alohast Dale Desa

Berdasartan Varfubel Utana Luas Wfhyeh

Pasal 7

Variabel utama luas wilayah addah besaran luas wilayah
administratif Pemerintahan Desa di Daerah dalam satuan KM2.

Unhrk menentukan ADD dengan variabel utama luas wilayah,
perlu ditenhrkan bobot luas wilayah per Desa.

(s)

(6)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(21
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(3) Bobot luas wilayah per Desa adalatr hasil perkalian hasil
perhihrngan luas wilayah per Desa dibagi total luas wilayah
Daerah dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama luas
wilayah sebesar 10olo (sepuluh persen).

(4) Besaran ADD berdasarkan variabel utama luas wilayah tiap
Desa di Daerah adalatr hasil perkalian bobot luas wilayah per
Desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di Daerah.

Paragraf a
Perhitunglan Alokasl Daaa Desa

Berdasarkan Vartabel Utana KemlsHnan

Pasal 8

(1) Variabel utama kemiskinan adalah angka persentasi atau
jumlah rlmah tangga pemega.ng Kartu Perlindungan Sosial di
Daerah.

Data jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial
tiap Desa di Daerah dapat menggunakan data resmi penerima
beras miskin.

Untuk mementukan ADD dengan variabel utama kemiskinan
perlu ditenhrkan bobot pemegang Karttr Perlindungan Sosial per
Desa.

Bobot pemeg€rng karhr perlindungan sosial per Desa adalah
hasil perkalian rumah tangga pemegang karEu perlindungan
sosial tiap Desa dibagi jumlah selumh rumatr tangga pemegang
Kartu Perlindungan Sosial di Daerah dikalikan dengan tetapan
bobot variabel utama kemiskinan sebesar 35o/o (tiga puluh
persen).

Besaran ADD berdasarkan variabel utama kemiskinan tiap Desa
di Daeratr adalah hasil perkalian bobot pemegang Karhr
Perlindungan Sosial per Desa dikalikan dengan total ADD yang
dialokasikan di Daerah.

Paragraf 5

Perhltungan Alohasl Dana Dese
BerdasarLan Varlabel Utama llngkat KcsulltaD Geografis

Pasal 9

Tingkat kesulitan georalis adalah faktor pengdi hasil
perhitungan persentasi ADD berdasarkan variabel utama
jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan terhadap total
ADD yang dialokasikan dari APBD untuk masing-masing Desa
di Daerah.

(2)

(3)

(41

(5)

+

(1)
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(2t

(3)

Tingkat kesulitan geografrs ditentukan oleh faktor ketersediaan
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan
komunikasi Desa ke Kabupaten yang besumber dari Data
Badan Rrsat Statistik.

Tingkat kesulitan geografrs per Desa ditentukan bobot varibel
tingkat kesulitan geografis sebagai berikut :

a. ketersediaan pelayanan dasar sebesar 25o/o (dwa puluh lima
persen);

b. kondisi infrastruktur sebesar 25o/o (dua puluh lima persen);

c. transportasi sebesar 25o/o (dua puluh lima persen); dan

d. komunikasi Desa ke Kabupaten sebesar 25%o (dua puluh
lima persen).

Pasal 10

(1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan
ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) terdiri dari sub variabel :

a. ketersediaan sarana pendidikan di desa, terdiri dari :

(i) ada SLTA Negeri/sederajat

(ii) ada SLTP Negeri/sederajat

(iii) ada SD Negeri/sederajat

(iv) ada TKIPAUD

b. ketersediaan sarana kesehatan di desa, terdiri dari

(i) ada Rrskesmas

(ii) ada hrstu
(iii) ada Puskesdes

(iv) ada Rumah Bidan/Polindes

(v) ada Posyandu

: bobot 25

: bobot 15

: bobot 10

: bobot 5

bobot 20

bobot 10

bobot 7,5

bobot 5

bobot 2,5

(21 Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan
ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) berdasarkan data yang
tersedia dari Badan Rrsat Statistik.

Pasal 11

(1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan kondisi infrastmktur
(TKG 2) terdiri dari sub variabel :

a. ketersediaan sarana penerangan di Desa terdiri dari
banyaknya KK pengguna Penerangan PLN, terdiri dari :

(i) > 200 KK : bobot 20

(it) 101 s/d 200 KK : bobot 10

+



-11-

0 s/d 100 KK

0 KK (tidak ada)

(1) dapat dilalui
(i0 tidak dapat dilalui
(iii) tidak ada jalan

(i) darat
(ii) darat dan air
(iii) air

b. prasarana transportasi menuju jalan raya ke
terdekat, terdiri dari :

(i) darat
(il) darat dan air
(iii) air
(iv) tidak ada

(iii)

(iv)

: bobot 5

: bobot 0

: bobot 2O

: bobot 10

: bobot 5

: bobot 0

: bobot 25

: bobot 5

: bobot O

bobot 25

bobot 15

bobot 10

Kantor Camat

bobot 20

bobot 15

bobot 10

bobot O

b. jenis permukaan jalan utama Desa/Kelurahan (ialan menuju
jalan raya ke Kantor Camat terdekat) yang terluas, terdiri dari :

(i) aspal/ beton

(iil diperkeras (kerikil/batu/dll)
(iir) tanah

(M tidak ada jalan

c. kemampuan jalan utama di Desa dilalui kendaraan roda 4
(empat) sepanjang tahun, terdiri dari :

(21 Tingkat kesulitan geografis berdasarkan kondisi infrastmktur
(TKG 2) berdasarkan data yang tersedia dari Badan hrsat
Statistik.

Pasal 12

(1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan prasarana transportasi
di Desa (TKG 3) terdiri dari sub variabel :

a. lalu lintas dari dan ke Desa, terdiri dari :

(21 Tingkat kesulitan geogra-fis berdasarkan prasafana transportasi
di Desa (TKG 3) berdasarkan data yang tersedia dari Badan
h.rsat Statistik.
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Passl 13

(1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana
komunikasi dari Desa ke Kabupaten (TKG 4) terdiri dari sub
variabel :

a. ketersediaan sarana pos, terdiri dari :

(il terjangkau layanan pos

(ir) tidak terjangkau layanan pos

b. keterjangkauan jaringan telepon seluler pada
terdiri dari :

(il ada sinyal telepon seluler

(ir) tidak ada sinyal telepon seluler

bobot 30

bobot 10

wilayah Desa,

bobot 50

bobot 1O

(2) Tingkat kesulitan geogralis berdasarkan ketersediaan sararra
komunikasi dari Desa ke Kabupaten (TKG 4) berdasarkan data
yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

Pesal 14

Angka tingkat kesulitan geografis adalah hasil perkalian jumlah
bobot sub variabel dengan bobot variabel.

Pasal 15

(1) Tingkat kesulitan geografrs tiap Desa di Daeratr merrrpakan
persentasi angka tingkat kesulitan geografrs per Desa
dibandingkan total angka tingkat kesulitan geografis per Desa di
Daerah.

(21 Angka tingkat kesulitan geografis mempakan penjumlahan dari
hasil perkalian bobot varibel tingkat kesulitan geografis dengan
jumlah sarana di Desa dibagi dengan jumlatr sarana di Daerah
yang bersumber dari Badan Rrsat Statistik.

Pasal 16

Jumlatr ADD yang diterima oleh tiap Desa di Daerah adalah
jumlah ADD berdasarkan variabel utama yang telah disesuaikan
dengan tingkat kesulitan geogralis per Desa.

Untuk menentukan tingkat kesulitan geografis sebagai faktor
pengali hasil perhitungan persentasi ADD berdasarkan variabel
utama jumlah penduduk, luas wilayali dan kemiskinan, perlu
ditetapkan koelisien tingkat kesulitan geografis per Desa.

(1)

(2)



-13-

(3) Koelisien tingkat kesulitan geografis per Desa,merupakan hasil
perkalian persentasi ADD berdasarkan variabel utama tiap Desa
dengan persentasi kesulitan geografis per Desa dikalikan
dengan tetapan bobot variabel utama indikator kesulitan
geografis sebesar 3Ao/o (tiga puluh persen).

ADD yang diterima oleh masing masing Desa di Daerah adalah
hasil perkalian koefisien tingkat kesulitan geografis per Desa
dengan total ADD yang dialokasikan dari APBD unhrk masing-
masing Desa di Daerah.

BAB TV

PENGAIOKASIAIT AIOKASI DAITA DESA

Pasal 17

Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di
Daerah pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp.
82.277.727.160,00 (delapan ptiluh dua milgar dua rafits tujuh
puluh tujuh juta tujuh ratus dua trruluh tttjuh ribu serafiis enam
pttluh rupia\.

Besaran rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari
Peratr.rran Bupati ini.

BAB V
PENGAIT(rcARAN

Pasal 18

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menrpakan salah satu
dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam
APtsDesa Tahun Anggaran 2016.

BAB VI
PEIIYALT'RAIT

Baglaa Kesatu

Pen5raluran

Pasal 19

(1) Kepala Desa membuka Rekening Desa atas nama Pemerintah
Desa pada Bank Kalsel Cabang Rantau.

(4)

(1)

(2t
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(21 Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada
Bupati c.q Kepala BPMPD melalui camat setelah dilakukan
verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

(3) Kepala BPMPD akan meneruskan berkas perrnohonan berikut
Lampirannya kepada Kepala DPPI(AD.

(4) Kepala DPPKAD menyalurkan ADD langsung dari Kas Umum
Daerah ke rekening Kas Desa

Baglan Kedua

Tahap PenSraluran

Pasal 20

(1) ADD disalurkan kepada Pemerintatr Desa mglalui Rekening
Pemerintatr Desa untuk masing-masing Desa dan merupakan
bagran dari Pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam
Kas Desa.

(21 Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank
Kalsel Cabang Rantau.

(3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan :

a. secara triwulanan; dan

b. penyaluran ADD tahap berikutnya dapat dilaksanakan
setelah ADD tahap sebelumnya dipertanggungi awabkan.

BAB VII
PEMBIITAAIT DAIT PEIYGAWASAIT

Pasel 21

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaan ADD.

(21 Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan,
evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(3) Pengawasan menitikberatkan pengawasan i*g mengarah
untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

(4) Jika terjadi penyimpangan atau penydatrgunaan keuangan
ADD, Bupati menugaskan Inspektorat untr:k mengadakan
pemeriksaan.
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(5) Bilamana penyimpangan atau penyalatrgunaan keuangan ADD
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4l1, diduga terdapat
indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui
jalur hukum.

BAB VIII
sAlrKsI

P$a[22

(1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah
Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas,
Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan
penyaluran ADD bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat
menyampaikan l.a.poran Penggunaan ADD.

(21 Sanksi bempa pengurangan alokasi yang diberikan apabila
penggunaan ADD :

a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman
umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau

b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari
2 (dua) bulan.

BAB IX
PEMBIAYAAIT

Pasal 23

Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerinta.tr Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibebankan pada APBD
Tahun Anggaran 2016.

BAB g
KETENTUAN PENUTI'P

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlalm, maka Peraturan
Bupati Tapin Nomor 28 Tatrun 2Ol4 tentang Tata Cara
Pengdokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2OL4 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4
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Paset 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang€u1
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

U. ARItr'IIT ARPAIT
Diundangkan di Rantau
padatanggal 31 Dsenber ?O15

DATRAII KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR ]9



I,AMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : J8 T.AJ{UN AO15
TANGGAL : il DES,il,iBIil 2015

BESARAN PENGAII)I(ASIAN ALOIqSI DANA DESA
IITPAI)A PEMERINTNI DESA DI KABUPATEIT TAPII|

TAIIUN AN(X}ARAI| 2OL6

2
4
tr
$
o
fl

ilo. IVAUA DESA BESANAT ADD
(Rp.l

(1) (2) (s)

oa
p
an

I TUNGKAP 867.236.160
2 A. YAI{I PURA 629.329.OOO

3 PUI,AU PINAI.IG 690.326.0OO

4 PUAI"AM SARI 623.375.OOO

5 GUNUNG BATU 736.O94.OOO

6 PUI.AU PINAI{G I..TTARA 734.106.OOO

7 PADANG SARI 564.305.000

8 MEIqR SARI 600.304.000

2
t{
s
Ho
at:{

9 TATAKAN 760.487.O00

10 SUATO TATAKAN 705.25r.000
l1 SAWANG 668.856.000

t2 LAWA}IAN 649.777.OOO

l3 TIMBAAN 606,202.OOO

t4 RUMINTIN 896.O21.000

15 CEMPAIG 678.663.000

16 I'L{IIAPAMASA 7LL.420.OOO

L7 TAI.IDUI 635.655.000
18 HATMIN 576.629.OOO

HI

c,
2
E
F.

E
EI

19 PANDUI"ANGAIV 679.613.OOO

20 LABUNG 617.383.000
2t MANDURIAN 634.424.OOO

22 SERAWI 604.786.0O0

23 PEMATANG I(ARANGAI{ HULU 686.091.000
24 PEMATAT.IG I(ARANGAI.I 732.637.OOO

25 PAIVDAIfiV 79t.47L.OOO
26 PEMATANG KARAI.IGAI.I HILIR 8t7.774.OOO
27 HIYI'JNG 751. r87.OOO

28 ANDHIKA 637.286.000
29 SUI(ARAI\{AI 723.965.OOO

30 TIRIK 586.96s.000
31 KEPAYANG 700.447.OOO

32 BATANG I,ANTIK 657.095.000
33 MANDURI,AN HILIR 60s.645.000
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34 SUNGAI BAI{r{ITNVG 674.O81.O00

35 PAPAGAN MAKMUR 546.832.00O

fr
H
H

zHh
t{

36 KERAMAT 544.807.OOO

37 ANTASARI 607.522.OOO
38 JINGAH BABARIS 563.642.000
39 BANUA HAI{ITAR 544.679.OOO

40 BANUA HAI.A'T KIRI 555.962.000
4l BANUA FIAI,AT KANAI{ 634.581.000
42 PERINTIS RAYA 59r.267.OOO

43 Kr{IA{RAIV 550.058.000
44 ANTASAN HILIR 585.188.0O0

45 LUMBU RAYA 549.769.OOO

46 BANUA HAI.IYAR HULU 556.792.OOO

47 BADAUN 534.391.0OO

a
l{
r.I
Ho
ot
s
E2
o

48 MARGASARI HULU 649.762.OOO

49 CANDI I,ARAS 669.910.O00

50 BARINGIN A 691.023.000

51 [{ARAI\{PI,AU 7t4.700.ooo
s2 PABAUNGAN HILIR 594.L91.000

53 PABAUNGAN HULU 657.073.O00

54 SUNGAI RUTAS 653.563.000

55 BARINGIN B 682.002.000

56 MARAMPI,AU HILIR 622.807.OOO

57 SUNGAI RUTAS HULU 694.308.000
58 BAULIN 685.894.000
59 PABAUNGAN PAIVTAI 610.384.000

4i
trp
a
fr
s
Ez
o

60 KELADAN 816.395.000
6r SUNGAI SAI.AI 686.517.000
62 PARIOK 799.769.OOO

63 MARGASARI ILIR 736.140.OOO

64 BATAI"AS 784.O34.OOO

65 RAWAI'IA 646.391.0O0
66 BUAS-BUAS 778.L86.OOO

67 TELUK HAUR 667.313.000
68 SUNGAI PUTING 750.003.0o0
69 SAWAJA 660.051.000
70 SUNGAI SAI.AI HILIR 651.O9s.OOO

7l BUAS-BUAS HILIR 701.263.OOO
72 RAWANA HULU 673.545.OOO

\
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2
o2t
il
tr

73 PARIGI KACIL 699.651.OOO

74 BAIGRAI{GAN 595.033.000
75 PARIGI 586.974.0O0
76 PAUL 658.619.000
77 GADUNG 662.99r.000
78 BUNDUNG 578.693.O00

79 TANGKAWANG 687.728.O00
80 WARINGIN 65s.0r7.000
81 GADUNG KERAMAT 549.994.000
82 MASTA s67.764.000
83 KETAPANG 556.941.000
8+ TANGKAWANG BARU 588.872.O00

H24
l.a
tu

85 PIPITAK JAYA 697.699.0O0

86 MIAWA 703.967.OOO

87 BATU AMPAR 722.494.OOO

88 HARAIOT 750.813.0OO

89 BATUNG 799.Ot1.O00

90 725.494.OOO

91 BARAI\{BAN 6L4.O21.OOO

92 BUNIIN JAYA 638.061.000

il
Jo2
I
E

93 KALUMPAI.IG 688.6r3.000
94 BAI{UA PADAI{G 582.863.O00

95 BUNGUR 614.533.000
96 BANUA PADAI{G HILIR 570.089.000
97 SHABA}I 785.930.000
98 HANGUI 649.675.OOO

99 RAI{TAU BUJUR 678.950.OOO

100 PURUT 593.3s2.0OO

101 BUNGUR BARU 566.345.000
t02 TIMBUNG 583.339.0O0
103 PARING GULING 591.918.000
104 LINUH 612.427.OOO

F.
g
f;xo
Fl

105 BINDERANG 665.810.OOO

l06 PARANDAKAN 556.413.0OO
L07 LOKPAIKAT 720,738.OOO
108 BATARATAT 562.836.OOO

109 BITAI{AN BARU 540.700.000
110 PUNCAK FIARAPAN 572.585.OOO

111 BUDI MULYA 564.83r.O00
L12 AYUNAI{ PAPAN 579.540.O00

{
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oHil
E(
n

=dJ{a

113 SAI.AM BABARIS 724.353.OOO
Lt4 SUATO I"AMA 62L.791.O00
115 KAMBANG HABANG LAMA 659.230.00O
116 PAI.ITAI CABE 700.557.000
Lt7 SUATO BARU 596.219.0O0
118 KAMBANG HABANG BARU 700.893.000

2
Yoab
Fl
sE'

119 TARUNGIN 619.187.000
L20 MATANG BATAS 647.47L.OOO

L2L HATUNGUN 608.547.000
L22 BURAKAI 616.294.OOO

L23 BATU HAPU 642.579.OOO

L24 KAMBANG KUNING 578.274.OOO

125 ASAM RANDAH 603.589.000

126 BAGAK 760.724.OOO

TMAL 82.277.727.L60

BI'PATI TAPIII,


